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a.

I».

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai
kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi
acuan bagi  perencanaan, penyelenggaraan, dan

pengawasan sistem pertahanan negara;

bahwa Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015
tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun
2015-2019 sudah tidak sesuar dengan  kebijakan
umum pertahanan negara untuk Tahun 2020-2024,

schingga perlu diganti;

bahwa Dberdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam hurul a dan huruf b, perlu
mencetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan

Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024;

Pasal 4 avat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



FRESIDEM
REPLUBLIK INDONESIA

-

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM
PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

(1) Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-
2024 merupakan pedoman untuk pengelolaan
sistem pertahanan negara.

(2) EKebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-
2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjad:
acuan bag perencanaan, penyelenggaraan, dan

pengawasan sistem pertahanan negara.

Pasal 2

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal | diarahkan untuk

meningkatan kemampuan pertahanan negara melalu:

a. implementasi sistem pertahanan negara pada
kekuatan darat, laut, dan udara dengan
merealisasikan pembangunan komponen cadangan

dan komponen pendukung;

b, pengembangan . . .
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pengembangan dan implementasi konsep

pertahanan pulau-pulau besar;

penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas

korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan;

pembangunan postur Tentara Nasional Indonesia
yang mempunyal kemampuan daya tangkal
strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan
di dalam dan luar wilayah yurisdiksi Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka
penegakan kedaulatan dan melindungt kepentingan

nasional;

revitalisasi industri pertahanan sebagail produsen
alat peralatan pertahanan dan keamanan yang
maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna

memenuhi kebutuhan pertahanan negara;

peningkatan kerja sama internasional di bidang
pertahanan dan  keterlibatan dalam  misi
perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya
dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan

perdamaian dunia; dan

peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter
yvang dilaksanakan oleh kementenian di luar bidang
pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah
dengan mengoptimalkan pendayvagunaan sumber

daya naswonal untuk kepentingan pertahanan negara.

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-

2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliput:

. umum;

b. analisis perkembangan lingkungan strategis;

c. landasan kebijakan umum pertahanan negara;
dan

d. pokok kebyjjakan umum pertahanan negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-
2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian

udak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-
2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
menjadi pedoman bagi:

a. menterr  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan dalam
menctapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan
perlahanan negara; dan

b. menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah
dalam menetapkan kebijakan sesuail dengan tugas,
fungsi, dan wewenang masing-masing untuk
melindungi kepentingan nasional dan mendukung

kebyakan nasional di bidang pertahanan.

(2) Menteri . . .
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(2) Menteri vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan mengoordinasikan
pelaksanaan kebijakan mengenai penvelenggaraan
pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan perundangan-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor
97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan
Negara Tahun 2015-2019 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 200) dinvatakan tetap
berlaku  sepanjang tidak  bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal &

Pada ssat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 200) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraluran  Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanpggal & Januarn 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesual dengan ashinya

KREMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
EEPUBLIK INDONESIA
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PRESIDEN
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2020-2024

KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024

1. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia secara tegas
diamanatkan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini menjadi
wawasan pemikiran dalam rangka penyclenggaraan pertahanan negara
dan sekaligus pengelolaan sistem pertahanan negara, termasuk dalam
merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
[ndonesia dalam mengimplementasikan pertahanan negara mengacu
pada sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh
warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta
dipersiapkan sccara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara
total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala
bentuk ancaman.

Orientasi pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip
demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan
hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasicnal dan kebiasaan
internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damaij dengan
memperhatikan kondisi geografis Indonesia scbagai negara kepulauan

yang . ..
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vang berciri nusantara. Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan
negara  diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi
kedaulatan negara, keutuhan wilayvah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapal tujuan
tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan guna mewujudkan
dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang tangguh dalam
menghadapi ancaman yang berasal dari luar dan/atau dari dalam
negeri.

Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu
fungsi pemerintahan. Dalam hal ini, Presiden selaku penyelenggara
fungsi pemerintahan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara
Tahun 2020-2024 sebagai acuan baghl perencanaan, penvelenggaraan,
dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan umum ini
meliputi  segala upava untuk membangun, memelihara, serta
mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen
pertahanan negara, Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-
2024 disusun scbagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan,
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesual dengan bidang
tugas dan fungsinya masing-masing yvang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. ANALISIS PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STREATEGIS

Perkembangan lingkungan strategis pada tataran global,
regional, serta nasional semakin dinamis dan kompleks sehingga
memunculkan berbagal ancaman dan peluang bagi kepentingan
nasional Indonesia,

Pada tataran global, geo-polittk dunia masih dihadapkan pada
persaingan kekuatan negara-negara besar. Persaingan ckonomi dan
perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang semakin tajam
berdampak negatif terhadap perekonomian duma. Situasi ini diprediks:
cenderung memburuk dan berdampak langsung atau tidak langsung
terhadap perekonomian di kawasan Asia, termasuk juga perekonomian
Indonesia. Demikian haloya dengan perkembangan politik dan
keamanan di kawasan Timur Tengah, seperti konflik Israel-Palestina,
Amerika Serikat-lran, Irak, Libya, Yaman, dan Suriah semakin
memperburuk stabilitas keamanan kawasan, dan mempengaruhi
kepentingan nasional Indonesia.

Pada ...
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Pada tataran regional, di kawasan Asia terdapat ancaman vang
dapat memicu instabilitas kawasan diantaranva konflik Laut China
Selatan, konflik di Semenanjung Korea dan konflik Tiongkok-Taiwan.
Selain 1tu, menguatinya kerja sama keamanan kelompok Quadrlateral
Security Dialogue yaitu Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang
untuk mengimbangi strategi Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok
telah meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, schingga
instabilitas kawasan tersebut juga berpengaruh terhadap stabilitas
Indonesia.

Pada tataran nasional secara umum kondisi keamanan
Indonesia cukup stabil, namun Indonesia secara geografis dekat dengan
pusat instabilitas kawasan Asia sehingga banyvak potensi ancaman
militer dan ancaman nonmiliter yang dapat mengancam stabilitas
nasional. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi ancaman yang
berasal dari dalam negeri antara lain aksi terorisme dan radikalisme,
ancaman siber, penyalahgunaan narkoba. konflik sosial, dan krisis
ckonomi. Adapun sejarah mencatat beberapa peristiwa yang
mengancam keutuhan wilayah Indonesia antara lain lepasnya Timor
Timur tahun 1999, pemberontakan bersenjata di Acech, dan
pemberontakan bersenjata cleh kelompok separatis di Papua, lepasnya
Sipadan dan Ligitan, krisis Ambalat, dan pelanggaran oleh Coast-guard
Tiongkok di Laut Natuna Utara.

Sclain  beberapa hal diatas, revolusi Industri 4.0 juga
memperiuas dimensi pertempuran dari darat, laut, dan udara ke
dimensi ruang angkasa dan ruang siber, Karakteristik revolusi teknologi
Industri 4.0 diantaranya teknologi kecerdasan buatan (artificial
intelligence), big data, machine learning, sistem olomatis, dan teknologi
robot. Disisi lain kehadiran nanoteknologi menyebabkan terjadinya
peralihan  sistem senjata contohnya wahana tak berawak dengan
ukuran kecil memiliki kekuatan destruktf yvang luar hiasa. Revolusi
teknologi Industri 4.0 juga mendorong penggabungan teknologi ke
dalam serangkaian sistemn senjata baru yang inovatif, seperti senjata
clektromagnetik (railgun), senjata energi terarah, proyektil kecepatan
tinggi, rudal hipersonik, serta teknologi rahasia yang digunakan pada
saat terjadinya perang.

Kemajuan . . .
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Kemajuan teknologi Industri 4.0 juga dapat berpotensi menjadi
ancaman nonmiliter diantaranya apabila teknologi  tersebut
dimanfaatkan untuk menguasai perekonomian yang merugikan
kepentingan nasional,

Paradigma perang modern di masa yang akan datang antara lain
perang asimetris dan perang tak terbatas yang mengandalkan
kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, unsur militer, serta
aspek nirmiliter. Karakteristik perang modern antara lain: terjadinya
ancaman secara sistematis, bersamaan dan simultan; perang
keunggulan teknologi persenjataan (network centric warfare); perang
berbasis kecerdasan buatan seperti teknologi robot telah melahirkan
perang dengan menggunakan wahana tak berawak, dan perang siber.

Berdasarkan perkembangen lingkungan strategis tersebut, maka
dapat diprediksi adanya ancaman yang perlu dipertimbangkan dalam
pengambilan kebijakan pertahanan. Prediksi ancaman yang sewaktu-
waktu timbul dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman
militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut
dapat bersifat ancaman aktual dan ancaman potensial yang dapat
dijelaskan sebagai berikut;

a. Ancaman aktual

Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman
nonmiliter, dan ancaman hibrida sebagaimana berkembang saat ini,
dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan,
baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan
implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
segenap bangsa. Ancaman tersebut antara lain pelanggaran wilayah
perbatasan /intervensi  asing, separatisme dan pemberontakan
bersenjata, perompaken, pembajakan dan penyanderaan warga
negara Indonesia, terorisme dan radikalisme, ancaman siber,
ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal,
scrangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan, pencurian
kekavasan alam, wabah penvakit, peredaran dan penvalahgunaan
narkoba, serta dampak lahirnva revolusi Industri 4.0 dan
masyarakat 5.0,

b, Ancaman . . .
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b. Ancaman potensial

Ancaman potensial merupakan ancaman yvang belum terjadi
namun sewaktu-waktu dapat terjadi dan dalam situasi tertentu
menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut berupa perang
konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), ancaman senjata
nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigran asing.

3. LANDASAN KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA

a. Landasan historis

sejarah  perjuangan  bangsa Indonesia dalam  merebut,
mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah merefleksikan
nilai heroik, patriotik, dan nasionalisme. Nilai tersebut terwujud
dalam rasa persaudaraan, senasib sepenanggungan, gotong-royonsg,
musyawarah untuk mufakat, keuletan, ketangguhan, percaya
kepada kekuatan sendiri, tidak kenal menyerah,” serta rela
berkorban. Nilai luhur tersebut felah ada sejak zaman kerajaan di
nusantara, hingga momentum Kebangkitan Nasional Tahun 1908,
Sumpah Pemuda Tahun 1928, serta mencapai momentum puncak
pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945,
Aktualisasi nilai luhur bangsa Indonesia dalam  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berhasil menyatukan
kebhinekaan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada kenyataannya
mampu membentuk karakter bangsa yang diyakini dan dipelihara
sampal saat ini seperti cinta tanah air dan pantang menyerah.

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman agresi penjajah
dan berbagai konflik internal serta perang gerilya mengilhami
lahirnya konsep perang semesta vang berbentuk sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta sebagai perwujudan dari sistem
pertahanan yang bersifat semesta. Sistem pertahanan yang bersifat
semesta merupakan pengejawantahan sistem  pertahanan dan
keamanan rakyat semesta vang menerapkan totalitas pengerahan
seluruh sumber daya dan seluruh komponen bangsa untuk ikut

teriibat . . .
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terlibat secara nyata dalam pertahanan dan keamanan negara.
Sistemn pertahanan dan keamanan rakvat semesta dan nilai luhur
yang terlahir dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa menjadi
bagian jelas vang mengamanatkan landasan penting yang
mendasari Kebjakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024,

b. Landasan yuridis

Kebijakan membangun sistem pertahanan negara telah
diamanatkan secara berjenjang dalam sistem peraturan perundang-
undangan. Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 30 ayat (1) dan ayat [2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tegas mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara, tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara, dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan
rakyvat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Megara Republik Indonesia sebapgai kekuatan utama, dan rakyat
sebagal kekuatan pendukung,

Amanat konstitusi lebih lanjut dijabarkan secara sistematis
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara yvang menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah
sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh
warga negara, wilayah, dan sumber dava nasional lainnya, serta
dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan
secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap
bangsa dan segala ancaman.

c. Landasan konsepsional
1) penyelenggaraan pertahanan negara

Pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu mencakup
pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam suatu
sistem pertahanan bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan
kewilayahan.

Pertahanan militer merupakan pertahanan untuk menghadapi
ancaman militer yvang menggunakan kekuatan bersenjata yang
terorganisasi yang dinilai mempunyal kemampuan yang
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,

dan...

SK No 048300 A



<)

SK Mo 023886 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=

dan keselamatan segenap bangsa. Pertahanan militer
dilaksanakan dengan menempatkan Tentara Nasional
Indonesia sebagai Komponen Utama melalui konsep trimatra
terpadu  yang didukung oleh Komponen Cadangan dan
Komponen Pendukung.

Pertahanan  nirmiliter  merupakan  pertahanan  untuk
menghadapi ancaman nonmiliter yang dapat membahayakan
atau berimplikasi mengancam pertahanan negara. Ancaman
nonmiliter berdimensi ideclogi, politik, ekonomi, sosial budaya,
teknologi, keselamatan umum, dan legislasi yang berasal dari
dalam negeri dan/atau luar negeri. Pertahanan nirmiliter
dilaksanakan dengan menempatkan kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah sebagai unsur utama disesuaikan
dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, didukung
oleh unsur lain kekuatan bangsa.

gzopolittk dan geostrategi

Geopolitik  Indonesia adalah wawasan nusantara, yang
merefleksikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta  kesatuan wilayah dalam
menyelengearakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara wuntuk mencapai tujuan nasional. Wawasan
nusantara memiliki dua arah pandang yakni arah pandang ke
dalam ditujukan kepada kesatuan wilayah dan arah pandang
ke luar dityjukan untuk menjemin kepentingan nasional dan
ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia.

CGeostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional
dalam memaniaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagal ruang hidup untuk mencapai kepentingan
nasional dan tujuan nasional Geostrategi Indonesia
diwujudkan dalam Ketahanan Nasional sebagai suatu kondisi
dinamis bangsa yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta
MAamp mengembangkan  kekuatan — nasional  dalam
menghadapl serta mengatasi segala ancaman, gangguan,
hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam dan/atau
fuar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
berpotensi membahayakan  integritas, identitas, serta
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

3) tujuan . . .
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tujuan nasional

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengamanatkan pertahanan
negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,

kepentingan nasional

Upaya untuk melindungi kepentingan nasional yaitu
mengamankan keutuhan wilayah nasional, mengamankan
sumber daya ekonomi, dan melindungi keselamatan warga
negara dilaksanakan dengan upava pertahanan negara yang
dikelola secara sistematis melalui sistem pertahanan negara
sebagai salah satu fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

4. POEKOK KEBLJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 diarahkan
pada peningkatan kemampuan pertahanan negara, vang diwujudkan
dalam bentuk kebijakan pembangunan postur pertahanan negara
bercirikan sistem pertahanan dan keamanan rakvat semesta. Postur
pertahanan tersebut secara konsisten mengacu pada doktrin dan
strategl defensif aktif yang bersifat proaktif diaplikasikan dalam konsep
pertahanan pulau-pulau besar dan selat-selat strategis yvang memiliki
daya tangkal maupun dava tindak yang efektif serta kemampuan
perang berlarut yvang tangguh,

a. Pokok kebijakan umum pertahanan militer

kKebijakan umum pertahanan militer meliputi Komponen

Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung diarahkan
pada terbangunnya pertahanan negara yang modern, Tentara
Nasional Indonesia profesional, terlaksananya adopsi dan inovasi
teknologi alat utama sistemn senjata, meningkatnya kemandirian
industri pertahanan, serta mendorong penganggaran dan belanja
pertahanan menjadi investasi pertahanan.

SK Mo 023929 A
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6.
kebijakan pembangunan karakter bangsa

Pembangunan  karakter bangsa diselenggarakan
dengan usaha bela negara melalui  pendidikan
kewarganegaraan berupa Pembinaan Kesadaran Bela
Negara, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional
Indonesia secara sukarela atau secara wajib, pengabdian
menjadi Komponen Cadangan, dan pengabdian sesuai
dengan profesi. Pembangunan karakter bangsa dalam
pertahanan militer diarahkan kepada Komponen Utama,
Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung.

Usaha bela negara merupakarn fondasi sistem
pertahanan «dan keamanan rakyat semesta, vang
dilaksanakan guna membangun daya tangkal dan
kesiapsiagaar dalam menghadapi dinamika ancaman vang
semakin kompleks dan multidimensi.

kebijakan pembangunan postur
Postur pertahanan militer terdiri atas postur

Romponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen
Pendukung, meliputi:

(1) pembangunan sumber daya manusia yang profesional,
adaptif, dan responsif terhadap dinamika
perkembangan lingkungan strategis, diselenggarakan
melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan serta
adopsi dan adaptasi teknologi baru.

(2} mewujudkan pemenuhan kekuatan pokok Tentara
Nasional Indonesia sehingga terbentuk kekuatan
penangkal cfektif yang memiliki daya pukul yang
memadal dan mobilitas yang tinggi, kekuatan pokok
Tentara Nasional Indonesia tersebut harus didukung
oleh Komponen Cadangan wvang efektilfl dan kuat
sechingga dapat melaksanakan perang berlarut di
seluruh wilayah nasional jika negara diinvasi oleh
kekuatan asing,

(3] mengintegrasikan pembangunan  jaringan  sistem
pertahanan Trimatra Terpadu (tiga matra secara
terpusat) guna menunjang kebijakan poros maritim dunia
menuju kekuatan maritim yang disegani di kawasan.

{(4) melanjutkan .
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(4) melanjutkan modernisasi alat utama sistem senjata
Tentara Nasional Indonesia guna memperkuat
persenjataan strategis dan taktis untuk ketiga matra.

(9) pembentukan dan penetapan Komponen Cadangan
matra darat, matra laut, dan matra udara guna
memperbesar kekuatan dan memperkuar kemampuan
Komponen Utama dalam menghadapi ancaman,

(6] penataan Komponen Pendukung diarahkan untuk
meningkatkan kckuatan dan kemampuan Komponen
Utama dan Komponen Cadangan.

kebijakan pembangunan kelembagaan

Pembangunan kelembagaan diarahkan pada
optimalisasi, penataan, penguatan, serta pembentukan
pertahanan militer terintegrasi dengan pertahanan
nirmiliter dalam kerangka pengelolaan sistem pertahanan
negara, melalui:

(1) penataan sistem pertahanan militer secara terpadu,
termasuk di wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi
baru ibu kota negara.

(4} penataan dan penguatan koordinasi pertahanan di
daerah  dengan mengoptimalkan peran fungsi
pertahanan di daerah guna membangun sumber daya
nasional cecara lebih komprehensif untuk kepentingan
pertahanan negara.

(3] penguatan  kapasitas lembaga intelijen dalam
peningkatan kualitas koordinasi dan deteksi dini,
peringatan dini dan cegah dini melalui kerja sama
dengan institusi terkait di dalam dan luar negeri serta
pemerintah daerah.

kebijakan pembangunan wilayvah pertahanan

Pembangunan wilayah pertahanan diarahkan untuk
mewujudkan wilayah pertahanan berorientasi Indonesia
sentris, dengan mengutamakan pembangunan di daerah
perbatasan, daerah rawan konflik, pulau terpencil dan
terluar/terdepan menuju tercapainya Indonesia sebagai

NEgara . . .
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negara kepulauan/maritim yang mandiri, maju, dan kuat
dalam menjaga kepentingan nasional.

Pembangunan wilayah pertahanan diselenggarakan

melalui:

(1)

(2)

13]

(4)

(7)

sinkronisasi penataan gelar kekuatan Tentara Nasional
Indonesia di  seluruh  wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diproveksikan jauh ke depan
selaras dengan arah pembangunan nasional,

pembangunan wilayah pertahanan di darat vang
bertumpu pada pertahanan pulau-pulau besar secara
mandiri sesuai dengan kompartemen strategis, melalui
desentralisasi dan relokasi depo logistik.

pembangunan wilayah pertahanan di laut dengan
meningkatkan kekuatan kapal perang Tentara Nasional
indonesia Angkatan Laut dan penempatan peluru
kendali di selat strategis (choke points) sesuai Alur Laut
Kepulauan Indonesia I, Alur Laut Kepulauan Indonesia
II, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia [II.
pembangunan wilayvah pertahanan di udara dalam
rangka melindungi wilayah udara nasional termasuk
Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defence
Identification Zone) dan Sistem Identifikasi Pertahanan
Udara [Air Defence Identification System} Indonesia
dengan peningkatan kekuatan udara.

sinkronisasi penataan ruang wilayah nasional dan
daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan serta
kawasan strategis nasional.

memperkuat kehadiran Tentara Nasional Indonesia di
wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/
terdepan serta daerah rawan.

penguatan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I,
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan [I, Komando
Gabungan Wilayah Pertahanan 1Il, dan Komando
Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia, serta
terbentuknyva satuan Tentara Nasional Indonesia
terintegrasi di Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak dan
Merauke sebagal satuan pelaksana operasi Komando

Gabungan . . .
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Gabungan Wilayah Pertahanan vyang dilengkapi
penguatan sensor terintegrasi ke Pusat Komando
Pengendalian Operasi Tentara Nasional Indonesia
dengan membangun radar pantzi1 dan kamera jarak
jauh (long range camera).

merevitalisasi pangkalan militer yvang dilengkapi sarana
prasarana, didukung fasilitas sosial, kesehatan,
pendidikan, dan perumahan yang memadai.

optimalisasi penyelesaian masalah perbatasan negara
serta masalah terkait bidang pertahanan lainnya
melalui diplomasi secara damai.

¢} kebijakan pembangunan teknologi dan industri pertahanan

{1)

(]

Pembangunan teknologl pertahanan diarahkan untuk:

(a) menguasal teknologi kunci program prioritas yaitu
pesawat tempur, kapal selam, propelan, roket,
peluru kendali, radar, satelit militer, tank
berukuran sedang, pesawat udara tanpa awak,
dan/atau penginderaan bawah permukaan air.

(b} membangun teknelogi pendukung daya gempur,
daya gerak, penginderaan, maupun peperangan
elektronik dan siber.

{c) membanpun teknologi informasi dan komunikasi
dalam rangka mendukung Network Centric Warfare.,

(d) membangun  sistem  komunikasi, navigasi,
penginderaan jarak jauh dan intelijen berbasis
satelil militer,

[¢) pemanfaatan  kecerdasan  buatan  (artificial
intelligence), himpunan data dalam jumlah besar
(big data), machine learning, sistem otomatis, dan
teknologi robot untuk kepentingan pertahanan
negara.

Pembangunan industri pertahanan diarahkan untuk
mewujudkan industri pertahanan yang maju, kuat,
mandiri, dan berdaya saing.

f) kebijakan . . .
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f)] kebijakan pembangunan kerja sama internasional

Kerja sama internasional untuk membangun rasa saling

percaya antar bangsa, peningkatan kapasitas pertahanan,
dan industri pertahanan diarahkan dalam bentuk:

(1)

12)

(3)

(4)

(5)

16}

(7]

menguatkan kerja sama pertahanan guna menunjang
Indonesia sebagai poros maritim dunia.

meningkatkan kerja sama industri pertahanan dalam
rangka mewujudkan industri pertahanan dalam negeri
vang kuat, mandiri, dan berdaya saing.

meningkatkan peran aktif Indonesia sebagai angpota
Persenikatan Bangsa-Bangsa dalam misi perdamaian
dunia.

meningkatkan kerja sama pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di
bidang pertahanan.

meningkatkan kepemimpinan Indonesia di Association
of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam menjaga
pertahanan dan keamanan kawasan di Asia Tenggara
dan Indo-Pasifik.

meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga
vang berbatasan langsung, negara di kawasan
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan
kawasan Pasifik Selatan serta negara yang memiliki
kerja sama pertahanan dengan Indonesia.

meningkatkan kerja sama pengamanan kawasan guna
memperkuat pengamanan wilayvah kedaulatan negara.

kebijakan pembinaan kemampuan

Pembinaan kemampuan pertahanan militer diarahkan

pada

kemampuan Komponen Utama, yang didukung

komponen Cadangan dan Komponen Pendukung meliputi:

a) kebijakan pembinaan kemampuan Komponen Utama:

(1)

matra darat diarahkan unmk melindungl, menjaga,
dan menegakkan kedaulatan di darat, mewujudkan
kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat, dan menguasai teknologi.

(2) matra . ..
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(2) matra laut diarahkan untuk menegakkan, melindungi,

dan menjaga kedaulatan, menegakkan hukum di
wilayah laut yurisdiksi nasional, diplomasi Angkatan
Laut sesuai  kebijakan polittk luar negeri, dan
menguasai teknologi serta memberi dukungan operasi
matra lainnya.

(3) matra udara diarahkan untuk menegakkan,

melindungi, dan menjaga kedaulatan, menegakkan
hukum di wilavah vdara yurisdiksi nasional, memberi
dukungan operasi matra lainnya, dan menguasai
teknologi serta meningkatkan kapabilitas pengawasan
dan penjagaan ruang udara nasional dan sebagian
ruang udara regional.

pembinaan kemampuan Komponen Cadangan untuk
mewujudkan kekuatan Komponen Cadangan efeltif
sehingga mampu memperbesar dan memperkuat kekuatan
dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai
Komponen Utama.

pembinaan Komponen Pendukung untuk meningkatkan
kualitas dan/atau kuantitas dalam usaha pertahanan
negara.

kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan

Pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional

Indonesia diarahkan untuk kepentingan pertahanan negara
dan/atau mendukung kepentingan nasional, meliputi:

a)

b)

<)

pengerahan dan pengpunaan kekuatan Tentara Nasional
Indonesia sebagai Komponen Utama didukung Komponen
Cadangan dan Komponen Pendukung dalam menghadapi
ancaman militer.

pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional
Indonesia sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam
mendukung unsur utama dalam menghadapi ancaman
nonmiliter sesuail dengan dimensi dan jenis ancaman.
pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional
Indonesia dalam penyelenggaraan pola pertahanan
militer yang didukung kekuatan pertahanan nirmiliter,

dan .
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dan dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan dalam menghadapi ancaman hibrida.

d) pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional
Indonesia dalam mendukung pelaksanaan tugas
perdamalan dunia, bersama kementerian dan lembaga
sesuai bidang tugas dan fungsinya atas permintaan dari
Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi
internasional dan/atau organisasi regional, sesuai arah
kebiljakan politik luar negeri Indonesia.

e] pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional
Indonesia untuk dapat melaksanakan tugas ke luar
wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam rangka menjaga keselamatan warga negara
Indonesia di luar negeri dan membantu negara sahahat
yvang mendukung kepentingan Indonesia.

kebijakan regulasi

Kebijakan regulasi diarahkan pada:

al] percepatan pembentukan undang-undang bidang
pertahanan vyang ditetapkan dalam Program Legislasi
Nasional Tahun 2020-2024 dengan mengedepankan
semangat deregulasi dan debirokratisasi.

b} percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan
vang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan di
bidang pertahanan.

€] percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan
dalam rangka ratifikasi perjanjian internasional untuk
melindungi kepentingan nasional.

kebijakan anggaran

Kebijakan anggaran diarahkan pada pemenuhan
kebutuhan pengelolaan pertahanan negara secara efektif dan
efisien meliputi:

a) pembangunan kekuatan pertahanan dan pemenuhan
kebutuhan alat utama sistem senjata sejalan dengan
penguatan kemandinan industri  pertahanan secara
terencana dan terpadu.

b) pemenuhan . . .
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pemenuhar kebutuhan dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia bidang pertahanan.

mengarahkan belanja alat peralatan pertabanan untuk
memacu industri pertahanan dari hulu sampai dengan
hilir.

mengarahkan belanja pertahanan untuk penguatan sistem
pertahanan yang berkelanjutan sesuai perkembangan
teknologi dengan mengutamskan penggunaan produk
industri dalam negeri.

6) kebijakan pengawasan

Kebijakan pengawasan diarahkan pada tercapainya tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui:

aj

by

pencegahan  penyalahgunaan  anggaran, menjamin
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggzran,
serta memastikan target yang telah ditetapkan tercapai
secara efektil dan efisien.

peningkatan penerapan Sistemm Pengendalian Intern,
penguatan Reformasi Birokrasi, dan percepatan realisasi
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia.

b. Pokok kebijakan umum pertahanan nirmiliter

Kebijjakan umum pertahanan nirmiliter diarahkan pada
pendayagunaan sumber daya nasional untuk meningkatkan
kemampuan pertahanan nirmiliter meliputi:

1) kebijakan pembangunan melalui:

a)

SK No 023895 A

kebijakan pembangunan karakter bangsa
Pembangunan karakter bangsa ditujukan kepada

seluruh komponen bangsa melalui:

(1) revclusi mental dalam sistem pendidikan yang
ditekankan pada nilai integritas, etos kerja, gotong
royong, dan budi pekerti.

(2) revolusi mental pada sistem sosial vang ditekankan
pada membudayakan nilai luhur bangsa dalam
institusi keluarga serta interaksi antar warga.

i3} penanaman . . .
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penanaman nilai Pancasila dan nilai agama sebagai
nilai luhur berbangsa dan bernegara melalui metode
pembelajaran inovatif,

usaha bela negara melalui pendidikan
kewarganepgaraan berupa Pembinaan Kesadaran Bela
Negara dan pengabdian sesuai dengan profesi,

kebijakan pembangunan postur

Pembangunan postur pertahanan nirmiliter

diarahkan pada:

(1)

12)

(3]

pembangunan kekuatan terdiri atas pembangunan
sumber daya manusia, sarana dan praserana di
masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah
daerah sesuai tugas dan fungsi.

pembangunan kemampuan dilaksanakan melaha
peningkatan kualitas sumber dava manusia serta
sarana dan prasarana kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi. Pembangunan kemampuan
diarahkan untuk mewujudkan:

fa) kewaspadaan dini, kesadaran bela negara,
kemampuan  diplomasi, penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, ketahanan ekonomi
dan sosial, penguatan moral, dan kemampuan
lain  untuk mendukung penyelenggaraan
pertahanan negara.

(b) kesadaran dan peran serta masyarakat sebagai
kekuatan bangsa dalam mendukung pertahanan
negara.

[c} daya tangkal dan daya tahan bangsa dalam
menghadapl setiap ancaman dan dinamika
perubahan lingkungan.

Pembangunan gelar kekuatan pertahanan nirmiliter
diarahkan pada penempatan sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana secara proporsional pada
titik potensi ancaman sesual dinamika pergeseran
ancaman dengan memperhitungkan dampak dan
eskalasi sesual mgas dan fungsi masing-masing
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

(4) mengoptimalkan . . .
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(4] mengoptimalkan peran Badan Nasional Pengelola
Perbatasan dalam mengelola wilayah perbatasan
negara, terintegrasi dengan peran dan  fungsi
kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

kebijakan pembangunan kelembagaan

Pembangunan kelembagaan diarahkan pada:

(1) perataan dan penguatan unsur utama dan unsur lain
kekuatan bangsa sesual dengan tugas dan fungsi
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah
dihadapkan pada dimensi dan jenis ancaman.

(2) peningkatan kemampuan dan sinergitas kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah serta unsur
kekuatan bangsa lainnya dalam menghadapi
ancaman nonmiliter sesual dimensi dan jenis
ancamarn,

kebijakan pembangunan kerja sama

Kerja sama antara kementerian, lembaga, dan
pemerintah  daerah diarahkan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi mekanisme dan proses kerja agar
terselenggara lebih cepat dan tepat melalui koordinasi,
kolaborasi, integrasi, dan sinkronisasi antara unsur utama
dan unsur lain kekuatan bangsa dalam menghadapi
ancaman nonmiliter sesuai tugas dan fungsinya.
Kewenangan dan mekanisme penyelenggaraan pertahanan
nirmiliter meliputi:

(1) kementenan/lembaga sebagal unsur utama melakukan:

(a) penyusunan dan/atau penyelarasan kebijakan
dan strategi untuk menangkal dan menangpulangi
ancaman sesuai dimensi dan jenis ancaman,

(b} penyusunan dan/atau penyelarasan rencana
program penangkalan dan  penanggulangan
ancaman sesuai dimensi dan jenis ancaman.

(¢} pencegahan dan penanggulangan ancaman
bersama kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah sebagai pendukung sesuai dimensi dan
Jenis ancaman.

(d) inventarisasi . . .
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(d} inventarisasi dan pengkajian isu strategis vang
berpotensi menjadi ancaman sesuai dimensi dan
jenis ancaman.

(2] kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai
pendukung melakukan:

(a) koordinasi dengan memberikan masukan kepada
unsur utama dalam menyusun dan/atau
menyelaraskan kebijakan dan strategi untuk
menangkal dan menanggulangl ancaman sesuai
tugas dan fungsinva.

(b} koordinasi dengan unsur utama dalam rangka
menyelaraskan penyusunan rencana program
penangkalan dan penanggulangan penanganan
ancaman sesuai tugas dan fungsinya.

(¢} pemberian dukungan kepada unsur utama
dalam  pencegahan dan  penanggulangan
ancaman sesuai tugas dan fungsinva.

(d)] pembernian dukungan data dan informasi kepada
unsur utama dalam inventarisasi dan pengkajian
isu stratcgis vang berpotensi menjadi ancaman
sesuail tugas dan fungsinya.

(e] pengkajian isu strategis yang berpotensi menjadi
ancaman sesuail tugas dan fungsinyva.

kebijakan pembangunan industri pertahanan

Pembangunan mdustn pertehanan diarahkan untuk
kemandirian dalam pemenuhan alat peralatan pertahanan
dan keamanan guna memperkuat pertahanan nirmiliter
melalui perbaikan dalam manajemen industri pertahanan
meliputi  peningkatan produktivitas, daya saing, dan
kapasitas produksi.

kebijakan pembinaan kemampuan

Pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter ditujukan

untuk menjamin penyelenggaraan sistem pertahanan nirmiliter
diarahkan untuk:

a) mendayagunakan . . .
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a) mendayagunakan segala sumber daya nasional untuk
meningkatkan  kemampuan  pertahanan  nirmiliter
disesuaikan dengan tugas dan fungsi kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah.

b) menyelenggarakan pembinaan kemampuan pertahanan
nirmiliter pada masing-masing kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah selaras dengan aspek pertahanan
negara.

c] meningkatkan kemampuan kementerian/lembaga dan
pemerintah  daerah dalam menghadapi ancaman
nonmiliter melalui koordinasi, sinergi, dan menjamin
interoperabilitas dengan aspek pertahanan negara.

d] mewujudkan pelaksanaan penanganan ANCAMAn
nonmiliter oleh kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah wyang profesional, cepat, tepat, sistematis, dan
terukur,

kebijakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasional

Kebjjakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya
nasional diarahkan pada pemanfaatan sumber dava manusia,
sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan
prasarana yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
Penggunaan dan pemanfaatan sumber dayva nasional
dikerahkan secara berjenjang oleh kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah sesuai zona kewenangan dan intensitas
AlNCAITMAan.

kebijakan regulasi

Kebijakan regulasi dalam pertahanan nirmiliter diarahkan
untuk mewujudkan deregulasi dan debirokratisasi pada
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

kebijakan anggaran

Kebijakan anggaran Vang dilaksanakan oleh
kementerian /lembaga dan pemerintah daerah diarahkan untuk
mendukung pertahanan nirmiliter secara efektif dan efisien
dengan memperhatikan pemenuhan spesifikasi pertahanan
guna meningkatkan profesionalisme dalam penangkalan dan
penanggulangan ancaman nonmiliter,

6} kebijakan . . .
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.
kebijakan pengawasan dan pengendalian
aj kebijakan pengawasan diarahkan pada:

(1) pencegahan penyalahgunaan anggaran, bebas
korupsi, menjamin transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan anggaran, serta memastikan target yang
telah ditetapkan tercapai secara elektif dan efisien.

(2) pencapaian tata kelola pertahanan nirmiliter vang
baik dengan mengedepankan reformasi birokrasi
secara tepat.

b) kebijakan pengendalian dalam penyelenggaraan
pertahanan nirmiliter  vang  dilaksanakan oleh
kementerian /lembaga dan pemerintah daerah dilakukan
oleh kementerian yang menyelenggarakan fungsi
sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian sesuai
tugas dan fungsi.

kebijakan penvelenggaraan pertahanan nirmiliter

Kebijakan penyelenggaraan  pertahanan  nirmiliter
diarahkan untuk menghadapi dimensi dan jenis ancaman
dengan menentukan kementerian/lembaga sebagai unsur
utama dan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
sebagai pendukung penyelenggaraan pertahanan nirmiliter
scbagaimana tercantum dalam Matrik Penyelenggaraan
Pertahanan Nirmiliter,

Matrik Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter

Unsur Utama

Dimensi Jenis Ancaman Pendukung

2

3

:—'i._.ﬂz

Ideolog;

SK No 023200 A

. METIUrInYa

4

5

nilai-nilai
kebangsaan;

. ideologi yang

bertentarigan
dengan
Pancasila;

. aliran

bermasalah/
MEnyHTPang;
dan

Kementerian
Dalam Negeri,

| Kementerian

Agama,
Badan
Pembinaan
Ideoclog:
Pancasila

seluruh
kementerian
[lembaga dan
pemerintah
daerah.

d. paham ., .,
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Mo | Dimensi | Jenis Ancaman  Unsur Utama Pendukung
1 2 3 4 5
d. paham ' |
anarkis oleh |
i kelompok
| radikal
terorisme Badan Nasional | seluruh
Penanggulangan | kementerian/
Terorisme, lembaga dan
i Kementerian pemerintah
| Dalam Negeri, daerah.
| Badan
! Pembinaan
ldeologi '
| _ Pancasila
| 2. |Politik a. disintegrasi Kementerian Kementerian
bangsa; Dalam Negeri, | Luar Negeri,
b, euforia dan Badan Intelijen | Kementerian
demokrasi Negara Pertahanan,

yang anarkis;

c. mohilisasi/

penggalangan
kekuatan
massa; dan

d. separatisme

Kementerian
Hukum dan Hal
Asasi Manusia,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kementerian
Sosial,
Kementerian

| Komunikasi dan

SK No 023901 A

Informatika,
Kejaksaan
Republik
Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia,
Kepaolisian
Negara Republik
Indonesia,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkait.

ancaman . . .
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<08 .
_D_i_:ﬁg:_n_si_ | Jenis"ﬁﬁérﬁaﬁ Unsur Utama | P@{:jﬁﬁ'img
2 A 8 e
ancaman | Kementerian Kementerian
- keamanan Luar Negeri | Dalam Negeri,
terhadap Warga | Kementerian
Negara Pertahanan,
Indonesia  dan Kementerian
Badan Hukiin Hukum dan Hak
Indonesia yang ﬁgﬁéﬁéﬂ:ﬁ“’
b:rad_a-t di luar Sosial,
NEgen Kementerian
Komunikasi dan
Informatika,
. Kementerian
- | Pariwisata dan
| Ekonomi

Kreatil/Badan

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif,
| Kejaksaan
Republik
Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia,
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia,
Badan Intelijjen
Negara, Badan
Nasional
' Penanggulangan
| Terorisme,
pemerintah
daerah dan
kementerian /
lembaga terkait.

spionase asing

Badan Intelijen
| Negara

Kementerian
Dalam Negeri,
Kementerian
Luar Negen,
Kementerian
Pertahanan,

| Kemenlerian
Hukum dan Hak

Kejaksaan . . .
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1

2

“_Li nsur Utama

3

4

E_"_Eﬂdul{_;:m E
5

intervensi asing |
dalam

hubungan

negeri

luar

SK Mo 023903 A

Ekonomi

percucian uang
|

Kejaksaan

Republik

Indonesia,

Tentara Nasional
Indonesia, '

| Kepolisian
Negara Republik

| Indonesia,
pemerintah
daerah dan

| kementerian/

| lembaga terkait. |

' Kementerian
Luar Negern

seluruh
kementerian/
lembaga dan
pemerintah
daerah.

Pusat Pelaporan
dan Analisis
Transaksi
Keuangan

Eementerian
Luar Negeri,
Kementerian |
Hukum dan Hak |
Asasi Manusia,
Kementerian
Keuarngan,
Kemenierian

| Perindustrian,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Perhubungan,
Kementernian
Komunikasi dan
Informatika,
Kejaksaan
Republik
Indonesia,
Kepolisian

| Negara Republik
| Indonesia,
Badan Intelijen

Negara, Badan

Penanggulangan . . .
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No | Dimensi | Jenis Ancaman | Unsur Utama |  Pendukung

1 2 3 4 o5

Penanggulangan

' Tercrisme,

Badan Narkotika

: Nasional, Komisi

| Pemberantasan

Korupsi, Otoritas

Jasa Keuangan,

Bank Indonesia,

pemernintah

. daerah dan

i kementerian/

! — lembaga terkait,

| penguasaan Kementerian Kementerian

sumber daya Energi dan Pekerjaan Umum

alam Sumber Daya dan Perumahan

Mineral Rakvat,

Kementerian

! Komunikasi dan
Informatika,

| Kementerian

Pertanian,

. Kementerian

l Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan,

Kementerian

Kelautan dan

Perikanan,

Kementerian

Agraria Tata

Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional,

I pemerintah

| , daerah dan |

| | kementerian /

lembaga terkait.

pemanfaatan . . .

SK No 023904 A
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Dimensi | Jenis Ancaman 1 Unsur Utama Pendukung
2 3 — 4 = ol o
pemanfaatan 1 Kementerian Kementerian
tumbuhan, ' Lingkungan Dalam Negeri,
satwa liar dan  Hidup dan - Kementerian
sumber daya Kehutanan Pertahanan,
Kementerian i

SK No 023905 A

genetik tanpa
ijin

Hukum dan Hak
Asasi Manusia,
Kementerian
Kesehatan,
Kementernan
Perindustrian,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Agraria Tata
Ruang/Badan

| Pertanahan

. Kepolisian Negara

MNasional,
Kementerian Riset
dan Teknologi/
Badan Riset dan
Inovasi Nasional,
Kejaksaan
Republik
Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia,

Republik
Indonesia, Badan
Intelijen Negara,
Komisi
Pemberantasan
Korupsi,
pemerintah
daerah dan .
kementerian/
lembaga terkait.

pertambangan . . .
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L
No !__'I;ﬁménsi Jenis ;'5;_1‘1_{1;3_5_| Unsur Utama |  Pendukung
1 2 3 e 5 ]
| pertambangan | Kementerian Kementerian
ilegal | Energi dan Dalam Negeri,
| Sumber Daya Kementeran
Mineral Hukum dan Hak

Asasi Manusia,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Perhubungan,
Kementerian
Lingkungan

' Hidup dan
Kehutanan,
Kejaksaan
Republik
Indonesia,
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Badan
Intelijen Negara,
Badan Pemeriksa
Keugngan,
pererintah
daerah dan

| kementerian/
lembaga terkait,

| Kementerian

Kelautan dan
Perikanan

| Kementerian

| Dalam Neger:,
Kementerian
Perindustrian,

i Kementerian

| Perdagangan,
Kejak=aan

| Republik

| Indonesia,

| Tentara Nasional

Indonesia . . .
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| No | Dimensi | Jenis Ancamen | Unsur Utama | Pendukung |
B P . - | 4 - 5
Indonesia,
Kepolisian
. Negara Repuiblik
. Indonesia,
. Badan Intelijen
| Negara, Badan
Keamanan Laut,
pemerintah
_ daerah dan
| kementerian/
o - lembaga terkait,
perdagangan Kementerian Kementerian
manusia i Ketenagakerjaan | Dalam Neg&ﬁ.
. Kementeran
' | Luar Negern, |
Kementerian
Hukum dan Hak
| Asasi Manusia,
. | Kementerian
. Sosial,
i Kementerian
Perhubungan,
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak, Kepolisian
Megara Republik
indonesia,
Badan Intelijen
Negara, Badan
i Pelindungan
| Pekerja Migran
Indonesia,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkait.

penyelundupan . . .

SK No 023907 A
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Dimensi | Jenis Ancaman | Unsur Utama Pendukung
2 A 5
' penyelundupan | Badan Kementerian
dan peredaran | Narkotika Luar Negeri,
narkoba Nasional Kementenan
| Hukum dan Hak
| Asasi Manusia,
Kementerian
| Keuangan,
| Kementerian
Kesehatan,
Kepolisian Negara
: Republik
Indonesia, Badan
| Intelijen Negara,
I pemerintah
daerah dan
i kementerian /
L _ lembaga terkait.
| korupsi, kolusi, | Kementerian seluruh
| dan nepotisme Pendavagunaan | kementerian/
Aparatur Negara | lembaga dan
i dan Reformasi pemerintah
| - Birokrasi daerah.
! inflasi tinggi Kementerian Kementerian
| Keuangan, Dalam Negeri,
' Kementerian { E‘:!I;}Z?Tg:;fn
Perd n
Bank Indonesta | Sumber Daya
' Mineral,
Kementerian

SK No 023908 A

Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat,
Kementerian
Perhubungan,
Kementerian

Pertanian,
| Kementerian

Perencanaan . . .




PRESIDEMN
REPLUBLIK INDONESIA
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Jenis Ancaman

Un SLLr_Liiarrla

Pendukung

3

4

SK No 023909 A

| m-:_Inhanjim}ra
produk luar
negern

l{er:{enteri.ss_n
Perdagangan

5
Percncanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Masional,
Rementerian
Badan Usaha
Milik Negara,
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia,
Sekretariat
Kabinet,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkait.

Kementerian Luar
Negeri,
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian
Perhubungan,
Kementerian
romunikasi dan

| Informatika, !
; Kementerian I

Pertanian,
Eementerian
Kelautan dan
Perikanan,
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Badan
Intelijen Negara,

Badan . .
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No | Dimensi

Jenig Ancaman

1 2

| Unsur Utama

| 4

Pendukung .

5

kesenjangan
tkonomi,

pengangguran
dan kemiskinan

SK No 023910 A

Kementerian

Sosial,

Kemenierian

Ketenagakerjaan,

Kementerian

' Desa,
Pembangunan

. Daerah

| Tertinggal dan

Transmigrasi

Badan
Standardisasi
MNasional,
pemerintah
daerah dan
kementerian /
| lembaga terkait.
i Kementerian
| Dalam Negeri,
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Kesehatan,
| Kementernan
Perindustrian,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat,
Kementenan
Pertanian,
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
Kemenrerian
Perencanaan
Pembangunan
| Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Badan Pusat
Statistik,
pemerintah
daerah dan
kementerian/

| lembaga terkait.

pemanfaatan . , .
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-a37 .

Mo

Dimensi | Jenis Ancaman

| 3

4

pemanfaatan
infrastruktur
| belum optimal

SK No 023911 A

Unsur Utama

Kementerian
Pekerjaan
Urmnum dan
Perumahan
Rakyat

Kementerian
Dalam Negeri,
Kementerian
Pertahanan,
Kemernterian
Reuangan,
Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral,
Kementerian
Perbubungan,
Kementerian
Pertanian,
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan,
Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi,
Kementerian
Badan Usaha
Milik Negara,
Tentara Nasional
Indonesia,
Kepolisian Negara
| Republik
Indonesia, Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal, Badan
Intelijers Negara,
permerintah
daerah damn
i kementerian/
| lembaga terkait.

krisis . . .
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Dimensi | Jenis Ancaman

2

3

_Unsur Utams_l_

Pendukung |

Fl

5

| KTisis energi

Kementerian
Energi dan

| SBumber Daya
Mineral

| Energh Nasional,

Kementerian
Dalam Negeri,
Kementerian
Badan Usaha
Milik Negara,
Kementerian
Riset dan
Teknologi/Badan
Risetl dan Inovasi
MNasional, Tentara
MNasional
Indonesia,
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Badan
Intelijen Negara,
Badan Koordinasi
Penanaman
Modal, Dewan

Badan Tenaga
Nuklir Nasional,

pemerintah
daerah dan

kementerian/
lembaga terkait.

' kt‘iﬁis_p&ngan

' Kementerian
. Pertanian

SK No (123912 A

. Nasional,

Kementerian
Sosial,
Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi,
Kementerian
Agraria Tata
Ruang/Badan
Pertanahan

Kementerian . . .
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Dimensi | Jenis Ancaman

2

Unsur Utama

3

4

Pendukung |
5 I

Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional /Badan

Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkait.

investasi
ekonomi digital

SK No 023913 A

Kéﬁi:ntcrian
Perdagangan

Kementerian
Dalam Negeri,
Kementerian Luar
Neger:,
Kementerian

Keuangan,
Kementerian

Perindustrian,
Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral,
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika,
Kementerian

| Kementerian

Pertanian,

Kelautan dan
Perikanan,
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Badan |
Koordinasi
Penanaman
Maodal, Badan

Intelijen Negara,

Badan . . .
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Dimensi | Jenis Ancaman

2

Unsur Utama

3

Pendukung

| 4

5

Badan
Standardisasi
Nasional,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkair,

SK No 023914 A

Sosial
Budaya

konilik sosial

Kementerian
Dalam Negeri

Kemenlerian
Pertahanan,
Kementerian
Agama,
Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kementerian
Sosial,
Kementerian
romumnikasi dan
Informatika,
kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi,
Kementerian
Pemuda dan Olah
Raga, Kejaksaan
Republik
Indonesia,
Tentara Nasional
Indonesia,
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Badan
Intelijen Negara,

pemerintah . . .
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| No Dimensi | Jenis Ancaman | Unsur Utama Pendukung
L1 2 - 3 s o

pemerintah
daerah dan
kementerian/

) lembaga terkait. |
bangkitnya Kementerian Kementerian
semangat Pendidikan dan | Dalam
primodial, Kebudayaan Negeri,
sempit/ Kementerian
menguatnya ego Luar Negeri,
kedaerahan Kementerian

Pertahanan,
Kementerian
Agama,

Kementerian

SK No 023915 A

Hukum dan Hak
Asasi Manusia,
Kementerian
Keuangan,
| Kementerian
Sosial,
KEementerian
Komunikasi dan
Informatika,
Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi,
Kementerian
Riset dan
| Teknologif
| Badan Riset dan
| Inovasi Nasional,
Kementerian
| Pemuda dan
| Olah Raga,

Tentara . ..




PRESIDEM
REPUBLIE INDONESIA

. .

Mo

Dimensi

Jenis Ancaman

3

Unsur Utama

Pendukung |

4

o

Tentara Nasional
Indonesia,
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia, Badan :
Intelijen Negara,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkait.

pengangguran

SK No 023916 A

Kementerian
Ketenagakerjaan

| Hukum dan Hak

Kementerian
Dalam Negeri,
Kementerian

Asasi Manusia,
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Sosial,
Kementerian
Komunikasi dan
Informatka,
Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi,
Kementerian
Pemuda dan
Olah Raga,
Kepolisian
Negara Repubhk
indonesia,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkait. |

penyalahgunaan . ..
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. No | Dimensi | Jenis Ancaman | Unsur Utama
¥ 2 e 3 ' 4
penyalahgunaan @ Badan
narkoba Narkotika
| : MNasional

| Eenduﬁmg

| 5

Kementerian
Dalam Negeri,
kKementerian

| Hukum dan Hak
Asasi Manusia,
Kemesnterian
Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kementerian
Kesehatan,
Eementerian
Sosial,
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika,
Kementerian
Pemuda dan
Olah Raga,
Kejaksaan
Republik
Indonesia,

Indonesia,
Kepolisian .
Negara Republik |
Indonesia,
Badan Intz=lijen
Negara,
Mahkamah
 Agung,
pemerintab

| daerah dan

i kementerian

| lembaga terkait, |

SK No 023917 A

aksi ., . .

Tentara Nasional |
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Mo

Dimensi

2

. L
Jenis Ancaman | Unsur Utama |  Pendukung
- 4 5
aksi anarkis Kepalisian Kementerian
massa Negara Republik | Dalam Negeri,

i pergaulan bebas
dan penyakit
sosial loinnya

SK No 023918 A

Indonesia

Kementerian

Asasi Manusia,
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika,
Kementerian
Pemuda dan
Olah Raga,
Kejaksaan
Republik

| Indonesia,

| Tentara Nasional
Indonesia,
Badan Intelijen

Negara,

| pernerintah
| daeral dan

kementerian/
lembaga terkair.

Hukum dan Hak

| Kementerian
| Sosial

Kementerian
Dalam Negeri,
Kementerian
Agama,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kementerian
Eomunikasi dan
Informatika,

Kementerian
Pemberdayasn
Perempuan dan
Perlindungan
Anak,
Kementerian

Pemuda . . .
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No |

Dimensi

Jenis Ancaman

i _Unsur Utama

Pendukung

2

3

5.

Teknologi

4

3

penetrasi
budaya asing

Pemuda dan
Olah Raga,
Badan Intelijen
Negara,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkait.

Ktru-:.nu:.:}ian
Pendidikan dan
Kebudayaan

SK No (023934 A

kejahatan siber,
khususnya
terhadap objek
vital nasional

Kementerian
Dalam Negeri,
Kementerian
Luar Negeri,
Kementerian
Agama,
Kementerian
Sosial,
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika,
Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi,
Kementerian
FPemuda dan
Olah Raga,
Badan Intelijen
Negara,
pemerintah
daerah dan
kementerian /
lembaga terkait,

Badan Siber dan
Sandi Negara

Kementerian
Luar Negeri,
Kementerian

| Pertahanan,

Kementerian . . .
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No Dimensi Jenis Ancaman | Unsur Utama Pendukung _|
1 2 3 4 5 |

L

Kementerian
Komunikasi dan
| Informatika,
, Tentara Nasional
Indonesia,
Kepolisian
. Negara Republik
- ' Indonesia,
Badan Intelijen
Negara,
pemerintah
daerah dan !
kementerian/
_ lembaga terkait.
kejahatan Otoritas Jasa Kementerian
perbankan Keuangan Keuangan,
Kementerian |
Komunikasi dan
Informatika,
Kejaksaan
Republik
Indonesia,
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia,
Badan Intelijen
Negura, Pusat
Pelaporan dan
Analisis .
Transaksi |
Keuangan,
| Komisi
| Pemberantasan
‘ Korupsi,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
| lembaga terkait. |

penyadapan . . .

SK No 023920 A
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teknolog:
informasi
melalui berbagai
media internet
untuk tujuan
propaganda,
intimidasi,
menyesatkan

Asast Manusia

- ]:Icrrj.rala hgunaan | Kementerian

Komunikasi dan
Informatika

- &7 -
| No Dimensi Jenis Anc:amjaﬁ _Unsur Utama F't:nduk:_.u]g-

1 2 3 _ 4 5
penyvadapan Kementerian Kementenan
ilegal Komunikasi dan | Luar Negeri,

| Infarmatika, Kejaksaan
Badan Siber dan | Republik
Sandi Negara Indonesia,
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia,
Badan Intelijen
Negara,
pemerintah
| daerah dan
kementerian/
o lembaga terkait.
pembajakan Kementerian Kementerian
hak cipta Hukum dan Hak | Luar Negeri,

Kementerian
Komunikasi dan
Informatika,
Kejaksaan
Republik
Indonesia,
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkait.

Kementerian
Dalam Negeri,
Kementerian
Luar Negeri,
Kementerian
Agama,
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudavaan,

VANE . . .
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No

Dimensi

2

l_____

SK No 023922 A

pencurian

~Jenis Ancaman

Unsur Utamsa

Pendukung

3

4

5

yang dapat
mendorong
gerakan sosial
yang
mengancam
kedaulatan

| negara

potensi sumber
daya genetik dan
penyvalahgunaan
agensia biologi

Kementerian
Sosial,
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika,
Kementerian

i Pemuda dan

' Olah Raga,

| Kepolisian

| Negara Republik
Indonesia,
Badan Intelijen
Negara,
pemerintah
da~rah dan
kementerian/

| lembaga terkait.

Kementerian

Riset dan
Teknolog
/Badan Riset
dan Inovasi
Nasional

i Eementerian

| Luar Negeri,

| Kementerian
Kesehatan,
Eementerian

| Pertanian,

| Kementeran
komunikasi dan
Informatika,
Hementerian

| Lingkungan

{ Hidup dan

Kehutanan,

| Kepolisian |

| Negara Republik

Indonesia,

Badan Intelijen

Negara,

prmerintah

| daerah dan |
kementerian/ |

lembaga terkait.

penyelundupan. . .



PRESIDEM

REPLIBLIK

INDOMESIA

LlnaT.u- Ul:ama_

Pendukung

3

4

penyelundupan
bahan-bahan
radioaktif/
nuklir

Kementerian
Keuangan,

| Badan
Pengawas
Tenaga Nuklir

No Dimensi
1 2
|
I
i
. ‘?sgamatan
IUmum

bencana alam

SK No 023923 A

Badan Nasional
| Penanggulangan
| Bencana

Kementerian

5 —
Luar Negeri,
Kementerian
Kesehatan,
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika,
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan,
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia,
Badan Intelijen
Negara,
Lembaga
Penerbangan
dan Antariksa
Masional,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
Kemanté?iﬁ 25
Dalam Negen,
Kementerian
Kesehatan,
Kementerian
Sosial,
Kementerian
Energi dan
Sumber Daya
Mineral,
Kementerian
Perhubungan,
Kementerian
Komunikas: dan

Informatka . . .

!
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__Dimensi

Jenis Ancaman

3

4

 bioterorisme dan
wabah penyakit
menular

SK No 023924 A

— - -
1

Unsur Utama |

Pendukung

5

Informatika,
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan,
Tentara Masional
Indonesia,
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia,

| Badan

Meteorolog,
Klimatologi, dan

| Geofisika, Badan

Nasional
Pencarian dan
Pertolongan,
Palang Merah
Indonesia,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkait,

Kementerian
Kesehatan

Kementerian
Dalam MNegeri,
Kementerian
Pertanian,
Kementerian
Sosial,
Kementerian
Perhubungan,
rementerian
Riset dan
Teknologi/ Badan
Riset dan Inovasi
Nasional,
Tentara Nasional
Indonesia,
Kepolisian

Negara . . .
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. No | Dimensi Jenis Ancaman

" Unsur Utama

Pendukung |

| 3 2 3

4

3

PENCEMAran
lingkungan

| Negara Republik
Indonesia,
Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana, Badan
Nasional
Penanggulangan

Terorisme,

Indonesia,
pemerintah

| daerah dan

| kementerian/

lembaga terkait.

|
Palang Merah |

i Kementerian
' Lingkungan
Hidup dan

Kehutanan

Kementerian
Dalam Negeri,
Kementernan

Kesehatan,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian Riset
dan Teknolog/
Badan Riset

dan Inovasi
Nasional,
Tentara Nasional
Indonesia,
Kepolisian
Negara Republik
Indonesia,

Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana,

pemerintah
daerah dan |

kementerian /
lembaga terkait. |

SK No 023925 A

7. Legislasi . . .
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~ T =
No Dimensi | Jenis Ancaman Unsur Utama Pendukung |
1 2 ' 3 4 5
7. | Legislasi adanya Kementerian Kementerian

i intervensi asing | Luar Negen, Sekretariat

; yang | Kementerian Negara,

' mempengaruhi | Hukum dan Hak | Kementerian
proses | Asasi Manusia Dalam Negeri,
pembentukan | Kementerian
peraturan Pertahanan,
perundang- Kepolisian I

| undangan Negara Republik

indonesia,
Badan
, Pembinaan
| Ideclogi
- Pancasila, Badan
Intelijen Negara,
Sekretariat
Kabinet, Pusat
Pelaporan dan
Analisis
| Transaksi
Keuangan,
' Badan Legislatif
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
pemerintah
daerah dan
kementerian/

- _ lembaga terkait,
ego kedaerahan | Kementerian Kementerian
dalam Dalam Negeri, Sekretariat
pembuatan Kementerian Negara,
kebijakan Hukum dan Kementerian
daerah vang Hak Asasi | Luar Negeri,
merugikan Manusia ' Kementerian

| Kepentingan Pertahanan, |
' nasional | Tentara Nasional
| Indonesia,
‘ | : Kepolisian
| 1 (. N L | Negara Republik |

SK No 023926 A

Indonesia , .,
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No Dimensi Jenis Ancaman Unsur Utama Pendukung
1 2 3 4 5
Indonesia,
Badan
Pembinaan
Ideologi

Pancasila, Badan
Intelijen Negara,
Pusat Pelaporan
dan Analisis
Transaksi
Keuangan,
Badan Legislatif
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
pemerintah
daerah dan
kementerian/
lembaga terkait.

S. PENUTUP

Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini menjadi pedoman bagi
menteri/pimpinan lembaga dan pemerintah daerah dalam menetapkan
kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

SK No 038000 A

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO




